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PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dafam rangka penyeienggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003 tentang Oiganisasi
dan Tata Kefja Kecamatan dan Kelurahan dalam witayah Kota Banjarbany;

bshwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
dipandang sudah tidak sesuai lagi  dengan perkembangan dan pensbahan
Peraturan perundangan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

bahwa Organisasi perangrat daerah perly ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, barpedoman pada Peraturan Femerintak Nomor 41 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; -

bahwa berdasarkan perimbangan sebagainana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk  Peraturan Daerah Kota Banjarbary
tentarig Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
Dalam Wilayah Kota Banjarbary;

Undang Nomor 8 Tahur 1974 tentang  Pokok-Pckok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telzh diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pckok-Pokok Kepegawaizn
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

Undang-Undang Nomor g Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat i Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

22);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 004 fariang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reput-lik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomior 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); '

Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang. Organisasi Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeriniah Kota Banjarbary
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1),




Dengan Persetujuan Bersama
LZWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAREARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan * PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN,

ORGANISAS| DAN TATA KERIA KECAMATAN DAN KELURAHAN  DALAM
WILAYAH KOTA BANJARBARU.

BAB| -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan:

13.
14.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemeiintah Daerah adalah Walikota besertg Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Kota Banjarbaru.

Walikota adaiah Walikota Baniarbaru,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
Kecamatan adalaf, Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
Camat adalah Kepala Kecamatan datam Wilayah Kota Banjarbaru,
Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan
Administratif Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbary, :

. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
- Sub Bagian adslah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Koty
Banjarbaru.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbanu.




BAB
PEMBENTUKAH, KEBUDUKAN, TUGAS DA FUNGE&i
Peibentukar;

Fasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam wi'ayah Kotz
Banjarbaru.

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah vang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota meialui Sekretaris Dasrah,

(2) Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan yang dipimpin
oieh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Camat.

Tugas Pokok

Pasal 4

(1) Kecamatan mempunyai tugas membanty Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan dzerah dan
melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan,

{2) Kelurahan mempunyai tugas menye!enggarékan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Waikota berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Fungsi
Pasal 5
{1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
8. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

b. perumusar prograr:, koordinasi, Pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelenggaraan
pemerintahan umum;

C. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;




€. .perumusan Program, - koordinasi, pengaturan, pengendalicn  dan avaluasi pengenizng
perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

€. perumusan  program, koordinasi, Pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembang
nesejahteraan sosial, fasilitasi pendidikan, kehidupan keagamaan dan Pembinaan mental Spiritua

f. perumusan program, koordinasi, Pengaturen, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat:

8. perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tug:
pemerintahan kelurahan;

h. pengelolaan Kesekretariatan,
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi:
a. perumusan dan Penetapan kebijakan toknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

b. perumusan fencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahar
umum, ketentraman dan ketertiban umum;

[

PerUmusan rencana, pengaturan, bengendalian dan evalyasi pembinaan, pengembangan dan
fasilitasi perekenomian Masyarakat dan pembangunan;

d. perumusan fencana, pengaturan, pengendalian dan evalyas pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan, fasilitas pendidikan dan kehidupan beragama;

€. perumusan fencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyslenggaraan pelayanan
Masyarakat;

f.  pengelolaan Kesekretariatan,

BAB il
ORGANISAS!
Susunan

Pasal 6

) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat Kecamatan terdini dari:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi Pemerintahan;
C. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
e
f

—_
—
~.

Seksi Kesejahteraan Sosial;
Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Susunan Organisas; Kelurahan terdiri dar;:
Sekretariat Kelurzhan;

Seksi Pemsintahan;

Seksi Evonomi dan Pembangunan;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Poo o

Pasal 7

Bagan struktyr organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yai
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkar: prinsip koordinasi, integra
dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesy:
dengan tugas masing-masing.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasai 9

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan
kepada APBD,

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Kecamatan dan Kelurahan dapat diberikan
bantuan lain sesua; dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Camat, Lurah, dan jabatan struktural di tingkat bawahnya serta jabatan
fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.




BAB vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam peraturan daerzh ini
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeral:,

Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan peruncang-
undangan yang berfaku.

BAB Vit
PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah dan ketentuan pelaksaraanya
yang mengatur kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi dan hal-hal lainnya yang belum
diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

-aturan Daerah ini mulai berlaky sejak tanggal diundangkan.

ar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran Daerah ini dengan
empatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
Padatenggal 17 r;15 poog
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